
 

 

BPSPL Denpasar sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan (sebelumnya bernama Ditjen PKRL/ Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut), merujuk dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut Tahun 2025-2029 bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPKRL) 

memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi 

“Tercapainya Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan 

Menuju Terwujudnya Visi KKP.” 

 

Misi 

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa 

melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi 

Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam 

memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung 

ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi 

distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut 

seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan 

nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan 

modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. 

Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, 

sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru. 

2. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, 

Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi 

wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong 

ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut 

perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir. 

3. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi 

Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan 

Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan 

dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung 

pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif. 

4. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. 

Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan 

olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing 

produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021). 

5. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan 

Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut 

menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, 

masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif. 

6. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan 

untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan 

sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 

7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan 

Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat 

yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi 

masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim. 


